
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR I3TAHUN 202s

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BISMILLAHI RRAMANI RAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PE}IYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang

Mengingat

BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan
Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara. Nomor 1 Tahun 2O24
tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l
Nomor 246, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir^
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerl'a menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(lrmbarar Negara Republik Indonesia TaIrun 2O22 Nomor 4,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 6930);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambatan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga
Listrik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6848);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor g5,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6gg1);

13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (t embaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI
PEMUNGUTAN BEA
BANGUNAN.

ACEH UTARA TENTANG
PEROLEHAN HAK ATAS

TATA CARA
TANAH DAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
l. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut pqiak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagr sebesarnya-
besarnya kemakmuran rakyat.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Repubiik Indonesra,
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sebegaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urus€ul
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
ralgzat daeralr menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai66116
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsul
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan ' yang menladi
kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perangkat Daerah Terkait adalah Badan yeng
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pajak.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

9. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayaran Pajak, pemotong Pajak dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib pajak
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau
badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, Iirma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, kmbaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOp
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 1ransaksi jual bell
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yang tedadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan
hak atas tanah dan /atau Bangunan.

19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatlan
diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang
pribadi atau badan.

20. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya,
sefagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan Bangunan.

21. Masa Pajak ada-lah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

22. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun pajak, atau
dalam Bagan Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

23. Pemungutan adalah suatu ralgkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang
sampai kegiatan penegihan Pajak atau Retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilalukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPm, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pqjak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib pajak.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit Paja-k, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang
telah ditetapkan.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ida
kredit Pajak bA



30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

31. Surat Tagihan Pa,jak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa denda.

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pqjak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan p4jak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Irbih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungrtan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

35. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penangung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagrhan pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanal<an
penegihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
palsa, mengusulkan pencegahan, melaksaaakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah
disita.

36. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari
semua jenis Pajak, masa Pajak dan tahun pajak.

37. Utang Pajak adalah Pqjak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa denda, dan/atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau
surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi lrrafia, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
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mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang n
Au
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dilaksanakan secara objeklif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhal
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan /atau untuk
tujuan lain daiam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang tedadi serta menemukan
tersangkanya.

BAI} II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Tata
Cara Pemungutan BPHTB.

(2) Tujuan Peratural Bupati ini adalah untuk mengatur proses
pemungutan fagi masyarakat/wajib pajak datam pemenuhan
kewajiban transaksi BPHTB.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. narla, hak atas tanah, objek, subjek, dan wajib pajak

BPHTB;
b. dasar pengenaan BPHTB;
c. pendaltaran, pendataan, penilaian dan penelitian;
d. penetapan besaran p4jak;
e. pembayaran dan penyetoran;
f. fungsi sistem dan prosedur pemungutan BPHTB;
g. pelaporan;
h. prosedur pemungutan BPHTB dan bentuk, ukuran, jenis, isi

SSPD-BPHTB;
i. pemberian pengurangan dan pembebasan; dan
j. sanksiadministrasi.

BAB IV
NAMA, HAK ATAS TANAH, ORIEK, SUB.IEK, DAN WAJIB PAJAK

BPHTB

Bagran Kesatu
Nama dan Hak Atas Tanah

Pasal 4
(1) Dengan nama BPHTB adalah perbuatan atau peristiwa

hukum yang mengalibatlan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

(2) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha; A
c. hak [rrna bangunan, b U
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d. hak pakai;
e. hak sewa;
f. hak membuka tanah; dan
g. hak pemungut hasil hutan.

Bagian Kedua
Objek BPHTB

Pasal 5
(1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan

bangunan meliputi jual beli, hibah, hibah wasiat, waris,
pemisahan hak, pemasukan dalam perseroan dan badan
hukum lain.

(2) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. pemindahan hal<, karena :

jual beli;
tukar menukar;
hibah;
hibah wasiat;
waris;

I
2
3
4
5
6
7
8
9

pemasukan dalam perseroan/ Badan hukum lainnya;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;
pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai
ketentuan hukum tetap;

10. penggabu ngan usaha;
I 1 . peleburan usaha;
12. pemekaan usaha; dan
13. hadiah.

b. pemberian Hak Baru karena :

1. kelanjutan pelepasan hak; dan
2. diluar pelepasan hak.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Pajak BPHTB

Pasal 6

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh hak atas tanah dan Bangunan.

(2) Waiib Paja-k BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh hak atas tanah dan Bangunan.

BAB V
DASAR PENGENAAN BPHTB

Pasal 7

(l) Yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai perolehan
Objek Pajak (NPOP) yang meliputi:
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam Perseroan/Badan hukum lainnya

adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena putusan hakim adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru adalah nilai pasar;j. penggabu.rg" ,l""h" adalah "lai p"""i; A!,



(2) Dasar Pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek
pajak sebagaimana diatur dalam peruandang-udangan yang
mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

(3) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya
perolehan tanah dan/ atau Bangunan dengn ketentuan :

a. Pada tanggal dibuat dan ditandatalganinya perjanjian
pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk
tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang
menagkibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan
usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh
penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor
bidang pertanahan untuk waris;

d. fala tqggrt putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim; -

e. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjuta.n dari pelepasan hak;

f. fala tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hal< untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan

g. Pada tanegal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(a) Dalam hal jual beli tanah dan/ atau Bangunan iiaat

menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana
ayat pada ayat (3) huruf a, saat ditandatanganinya akta jual
beli.

(5) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.
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k. peleburan usaha adalah nilai pasar;
1. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
m. hadiah adalah nilai pasar; dan
n. lelang adalah yang tercantum dalam risalah lelang.

BAB VI
PENDAFIAIiT{II, PENDATAAN, PENILA]AN DAN PENELITIAN

Pasal 8

Syarat-syarat Pendaftaran Pengajuan SSPD-BPHTB meliputi
sebagai berikut :

a. SSPD-BPHTB yang telah di ketik/tulis tangan rapi dan jelas
serta ditandatangani oleh wajib pajak;

b. SPPI PBB lunas pada tahun berjalan;
c. fotokopi indentitas Wajib Pajak berupa KTp/SIM;
d. fotokopi identitas pembeli / penerima hak baru;
e. fotokopi Akte Jual Beli (AJB)/Surat perikatan jual beli yang

diketahui notaris;
f. fotokopi Akte Kepemilikan (Akta Waris, Hibah, Sertifikat);
g. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan

bermaterai 1O.OOO;

h. Foto objek pajak (depan, samping kiri, samping kanan) dan
titik koordinat objek pajak;

i. Surat keterangan harga yang dikeluarkan oleh BpN atau

il
surat verifikasi harga berdasarkan ZNT dari BPKD. 

6
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Pasal 9

(1) Pendataan SSPD-BPHTB meliputi sebagai berikut:
a. Prosedur pengisian SSPD-BPHTB adalah prosedur

pengisian dan penghitungan besarnya BpHTB terutang
Wajib Pajak;

b. Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSpD-BpHTB yang
disiapkan oleh Perangkat Daerah Terkait;

(2) Prosedur pengisian SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tercantum dalam l^ampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
1n1-

Pasal 10

(1) Penilaian SSPD-BPHTB meliputi sebagai berikut:
a. Prosedur penyampaian dan penilaian atau penelitian

SSPD-BPHTB adalah prosedur verifikasi yang dilakukan
Perangkat Daerah Terkait atas kebenaran dan kelengkapan
SSPD-BPHTB dan dokumen pendukungnya.

b. Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh petugas yang
melaksanakan fungsi pelayanan pada Bidang pqjak Bumi
dan Bangunan dan Dana perimbangan pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

c. Prosedur penyampaian dan penelitian SSPD-BPHTB
sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
l. mencocokkan Nomor Objek pajak (NOp) yang

dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NOp yang
tercantum dalam foto kopi SppT atau bukti
pembayaran PBB lainnya terhadap kesesuaian letak
dengan Basis Data PBB;

2. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NJOp bumi
per meter persegi pada basis data pBB;

3. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang
dicantum dalam SSPD-BPHTB dengan NJOp bumi per
meter persegi pada basis data pBB;

4. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB terutang
yang meliputi dasar pengena€rn (NpOp/ NJOP),
NPOPIKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu, BPHTB
terutang/yang harus dibayar;

5. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor,
termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
dan

6. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SSpD-
BPHTB.

(2) Apabila prosedur penelitian SSPD-BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c perlu dilakukan penelitian
lanjutan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.

(3) Prosedur penelitian SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud
sefa ga irnana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

bQ
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BAB VII
PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 11

(1) Penetapan Besaran Nilai Pajak Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NPOPTKP) pada transaksi BPHTB :

a. Untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
dera.lat ke atas atau satu dera-jat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan
paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
yang kemudian dikalikan 57o setelah pengurangan Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Untuk perolehan hak karena jual beli ditetapkan paling
banyak Rp. 80.000.0O0,- (delapan puluh juta rupiah)
yang kemudian dikalikan 57o setelah pengurangan Rp.
80.000.000,- (deapan puluh juta rupiah).

c. NPOPTKP untuk BPHTB diberikan hanya satu kali per
Wajib Pajak dalam I (satu) tahun transaksi.

BAB VIII
PEMBAYARAN DAN PEI{YETORAN

Pasal 12

(1) Prosedur pembayaran BPHTB adalah prosedur pembayaran
pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib pajak dengan
menggunalan SSPD-BPHTB.

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSpD-
BPHTB.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan
oleh Wajib Pajak melalui Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Bank yang
ditunjuk.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam I-ampiran III yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAII IX
FUNGSI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur, perangkat Daerah
Terkait mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:
a. fungsi pelayalan;
b. fungsi data dan informasi; dan
c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

(2) Fungsi pelayanan 56fagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam
tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses

l^
penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

A
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(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b bertugas untuk mengelola d.ataba-se terkait objek
pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c bertugas untuk menyiapkan Laporan
Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan
dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB X
PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB DAN BENTUK, UKURAN,

JENIS, ISI SSPD-BPHTB

Bagian Kesatu
Prosedur Pemungutan BPHTB

Pasal 14

Prosedur pemungutan BPHTB meliputi :

a. prosedur syarat pengajuan SSPD-BPHTB;
b. prosedur pengisian SSPD-BPHTB;
c. prosedur penyampaian dan penelitian SSPD-BPHTB; dan
d. prosedur pembayaran BPHTB.

Bagran Kedua
Bentuk, Ukuran, Jenis, Isi SSPD-BPHTB dan

Formulir Penelitian SSPD-BPHTB

Pasal 15

(1) Bentuk SSPD-BPHTB empat persegi panjang dengan ukuran
21 x 30 cm.

(2) Jenis kertas SSPD-BPHTB menggunakan kertas no carbon
reqtired (NCR) rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:
a. kmbar I untuk Wajib Pajak;
b. Irmbar 2 untuk PPAT/PPATS;
c. Lembar 3 untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
d. Lembar 4 untuk Perangkat Daerah Terkait dalam proses

penelitian; dan
e. l.embar 5 untuk Bendahara Penerimaan Kabupaten Aceh

Utara.
SSPD-BPHTB sekurang kurangnya memuat :

Nama Wajib Pajak;
NPWP wajib Pajak;
Alamat Wajib Pajak
Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
Ietak Objek Pajak;
Luas Tanah dan Bangunan;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;
Nilai Penghitungan BPHTB;
Tanda tangan Wajib Pajak/ Penyetor;
Pengesahan BPHTB dari Perangkat Daerah Terkait.

^0,

(3) Isi
a.
b.
c.

d.
e.

f.

c.
h.
i.
j.
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(4) Bentuk Formulir Penelitian SSPD-BPHTB empat persegi
panjang dengan ukuran 2l x25 crr..

(5) Jenis kertas Formulir Penelitian SSPD-BPHTB menggunakan
kertas A4 70 gsm.

(6) Isi Formulir Penelitian SSPD-BPHTB sekurang kurangnya
memuat:
a. nama Wqjib Pajak;
b. alamat Wajib Pajak;
c. NOP PBB;
d. a.lamat Objek Pajak;
e. gampong Objek Pajak;
f. kecamatan Objek Pajak;
g. syarat dokumen yang terlampir; dan
h. konfirmasi serta paraf dari hasil penelitian.

(7) Bentuk formulir SSPD-BPHTB dan Formulir Penelitian SSpD-
BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
tercantum dalam l,ampiran IV yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEI.APORAN

Pasal 16

(1) Pelaporan BPHTB adalah pelaporan realisasi penerimaan
BPHTB oleh Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana
Perimbangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Utara yang merupakan bagran dari fungsi
pembukuan dan pelaporan.

(2) Peiaporan BPHTB bertuj uan untuk memberikan informasi
tentang realisasi penerimaan BPHTB sebegai bagian dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 17

(1) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) menyiapkan laporan BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen SSPD-BPHTB dan
mencocokkan dengan bukti pembayaran pada Bendahara
Penerimaan.

(2) Fungsi pembukuan dan pelaporan Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan
penerimaan BPHTB paling lambat pada tanegal 1O (sepuluh)
bulan berikutnya.

(3) Fungsi pembukuan dan pelaporan oleh PPAT/ PPATS, Bidang
Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Perimbangan pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT/PPATS paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan pembuatan akta Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan oleh PPAT/ PPATS sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang
merupalan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan 

""f,,n
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Bagran Kesatu
Pengurangan

Pasal 18

Pengurangan BPHTB dapat diberikan dengan nilai pajak
terutang tertentu dalam hal:
a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya

dengan Objek Pajak yaitu:
1. WEib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru

meialui program pemerintah di bidang pertanahan dan
tidak mempunyai kemampuErn secara ekonomis;

2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain
Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan /atau
bangunan lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang
dibuktikan dengan surat pemyataan Wajib Paja} dan
keterangan dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara;

3. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau bangunan Rumah Sederhana (RS) dan
Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat
Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pihak
pengembang dan dibayar secara angsuran; dan

4. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah dari
orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke
atas atau satu derqiat ke bawah.

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-
sebab terten tu yaitu :

1. Wajib P4jak yang memperoleh hak atas tanah melalui
pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai
ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak, dan
pembelian tersebut dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 6 (enam) bulan sejak pembayaran ganti
rugr;

2. Wajib P4lak yang memperoleh hak atas tanah sebagai
pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah
untuk kepentingan umum, yang memerlukan
persyaratan khusus yaitu rehabilitasi pemukiman
kumuh, jalan umum, saluran pembuangan air, waduk,
bendungan dan bangunan pengairan lainnya, saluran
irigasi, pelabuhan laut, bandar udara, fasiiitas
keselamatan umum seperli tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya, jalur hijau,
dan fasilitas militer dan kepolisian, sepanjang tidalg
bersifat ruislng; h ll

BAB XII
PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
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3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis
ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada
kehidupan nasional sehingga Wajib PAjak harus
melakukan restrukturisasi usaha/dan atau utang
usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;

4. Wajib Pajak Bank yang lebih dari 50 % sahamnya Milik
dan atau dikuasai oleh Pemerintah / pemerintah
Provinsi Aceh/ Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang
memperoleh hak atas tanah yang berasal dari Bank
lain dalam rangka proses penggabungan usaha
(mergefi;

5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/
atau bangunan yang tidak berfungsi l"gi seperti semula
disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya
seperti kebakaran, Banjir, tanah longsor, gempa bumi,
gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam
Jangka waltu paling lama 2 (dua) tahun sejak
penandatanganan akta;

6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, pegawai Negeri Sipil
(PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), polisi Republik
Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Furnawirawan TNI,
Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan
rumah dinas Pemerintah;

7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRD yang memperoleh hak atas tanah dan/atau
bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi
anggota KORPRI/PNS;

8. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan
asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas
tanah dan/ atau bangunan yang berasal dari
perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal
sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan
sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk
mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan,
panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah dan rumah sakit
swasta milik Institusi pelayana_n sosial masyarakat.

Pasal 19

Besarnya pengurangan BPHTB dapat diberikan sebagai berikut :

a. paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak
yang terutang untuk Wajib Pajak sebagpimana dimaksud
dalam Pasal 18 hurufa angka 3;

b. paling tinggi sebesar 5O7o (lima puluh persen), dari pajak yang
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimala dimaksud dalam
Pasal 18 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka l,
angka2, angka 4, angka 5, dan angka 8, serta huruf c; O""AQ

c
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paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pajak
yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a angka 1, dan huruf b angka 3, angka
6, dan angka 7.

Pasal 20

Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan
BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BpHTB
terutang sebesar perhitun gan setelah penguran gan.

Pasal 21

(1) Permohon€rn pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf a, huruf b angka 1, angka 2, atgka 5,
angka 6, dan angka 7 serta huruf c disampaikan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk disertai alasan-alasan yang jelas dengan
melampirkan:
a. SSPD-BPHTB;
b. foto kopi SPPI-PBB untuk tahun terutangnya BpHTB;
c. foto kopi Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan pemberian Hak

Baru/ Putusan Hakim;
d. foto kopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain;

dan
e. surat keterangan Geuchik/instansi;
f. foto objek pajak sesuai titik koordinat.

(2) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 huruf b angka 3, angka 4, dan angka g
disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada
Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan-alasan yang
jelas dengan melampirkan:

a. SSPD-BPHTB;
b. Surat keterangan bahwa 5O % lebih saham bank dikuasai

oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh dan/atau
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

c. Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan
Keuangan Perusahaan Asuransi dan perusahaan
Reasuransi; dan

d. Surat keterangan bahwa perusahaan melakukan
restru ktrisasi usaha;

(3) Permohonan pengurangan BpHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan apabila dalam jangka waktu paling
lana 2 (dua) bulan sejak tanggal permohonan pengurangan,
apabila tidak diproses permohonan tersebut dianggap di
terima.

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima
permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib
memberikan tanda terima. "m



- 16-

(5) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diajukan sebelum akta perolehan hak atas
tanah dan/ atau bangunan ditandatangani oleh PPAT/ PPATS.

(6) Atas permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak,
Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk melakukan
pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara
hasil pemeriksaan dan dilakukan review dengan Inspektorat.

(7) Permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

dianggap batal sebagai surat permohonan pengurangan
BPHTB, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan Bupati
dan/atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada
Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Keputusan pemberian pengurangan BPHTB ditetapkan oieh
Pejabat yang ditunjuk;

(2) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Keputusan pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dapat
ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Tim
Pemeriksaan dan Penelitian Nilai Pajal Terutang.

(2) Tim Pemeriksaan dan Penelitian Nilai pajak Terutang
sebagaimans dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (l) dalam waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat
permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan
pengurang€rn BPHTB yang diajukan Wajib pajak.

(2) Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2), dalam waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
memberikan keputusan atas permohonan pengurangan
BPHTB yang diajukan Wajib Pqiak.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21

dapat mengabulkan seba glan, mengabulkan seluruhnya, atau
menolak dan disampaikan kepada Wajib pajak dan
tembusannya kepada DPRK; bil
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(4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dan ayat (2) telah terlampaui, Bupati atau pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengurangan BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan.

(5) Prosedur Pengurangan BPHTB sebagaimana tercantum dalam
l^ampiran VI yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembebasan

Pasal 25

Objek Pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah:
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Kabupaten

penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang
dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik
Kabupaten;

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;

c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional
dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau
perwakilan lembaga;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan
asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau
karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk

kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai
kewen aangannya wajib :

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wqjib pajak,
sebelum mendatangani akta pemindahan Hak atas tanah
dan/atau bangunan lain; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli
dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan kepada
Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

(2) Setiap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris yang
melanggar ketentuan sebangaimana dimaksud pada pasal 6
ayat (n) dikenakan saksi administrasi berupa denda sebesar
Rp. 10.000.0O0,- (sepuluh juta rupiah)

(3) Setiap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

Notaris
diatas

yang
saksi

t5a
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adminitrasi berupa denda sebebsar Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah).

Pasal 27

Plgi wilayah-wilayah dalam Kabupaten Aceh Utara yang telah
ditetapkan zona Nilai ranah (zNT) untuk penentuan nilai pasar
mempedomani Perbup tentang ZNT.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peratura-n Bupati ini berlaku, peraturan Bupati Aceh
utara Nomor 16 Tahun 2a22 tentang sistem dan prosedur Bea
Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggai 3 Maret 2025 M

L446 H

r
1

,iJ

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 3 Maret 2025 M

3 Ramadhan 1 446 H

DAERAH

/UTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025 NOMOR 13

T'U
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

PROSEDUR PENGISIAN SSPD-BPHTB

b

Tahapan Pengisian SSPD-BPHTB sebagai berikut :

a. Tahap I

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas
menyiapkan dokumen pendukung terkait

tanah dan/atau bangunan)
perolehan hak atas tanah

P

TARA,

IS A. JALf

dan/atau bangunan berdasarkan Pasal 7 yang menyatakan telah terjadinya
pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan untuk
disampaikal kepada Perangkat Daera_h Terkait.
Tahap II
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah rerkait menerima dokumen pendukung
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Kemudian Wajib pajak
diberikal blanko SSPD-BPHTB untuk diisi sendiri sesuai dengan format
yang sudah tertera dan jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
tersebut.
Dalam hal pengisian SSPD-BPHTB, fungsi pelayanan perangkat Daerah
Terkait dapat membantu Wajib Pajak untuk mengisi SSPD--BPHTB darr
menghitung BPHTB terhutang dengan persetujuan dari wajib pajak. setelah
mencatumkan seluruh informasi yang di butuhkan.
SSPD-BPHTB terdiri atas 5 lembar, dengan perincian sebagai berikut :

1. l.embar 1 : Untuk Wajib Pajak
2. Lembar 2 : Untuk PPAT/PPATS sebagaiArsip
3. Lembar 3 : Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara sebagai

arsip
4. Lembar 4 : Untuk Perangkat Daerah Terkait dalam proses penelitian
5. Lembar 5 : Untuk Bendahara Penerimaan Kabupaten Aceh Utara

sebagai arsip.

Tahap III

SSPD-BPHTB yang telah diisi dilakukan penelitian oieh perangkat Daerah
Terkait, untuk selanjutnya ditandatangani dan diiegalisasi oleh pejabat
berwenang, dan diserahkan kepada Wajib pajak.

c
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR t3 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN.

PROSEDUR PENELITIAN SSPD_BPHTB

A. Pihak Terkait dalam Prosedur Penelitian SSPD-BPHTB
a. Wajib Pqjak selaku Penerima Hak, merupakan pihak yang mengajukan

permohonan penelitian kepada Fungsi Pelayanan atas SSpD-BpHTB yang
telah dibayarkan.

b. Perangkat Daerah Terkait, merupakan pihak yang memeriksa kebenaran
informasi terkait objek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB.
Perangkat Daerah Terkait mempunyai fungsi :

1. Pelayanan, yang menyelenggarakan fungsi :

a) pengumpulan data terkait objek pajak kepada fungsi pengolahan
dan informasi;

b) pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait
objek pajak yang tercantum dalam SSpD BpHTB; dan

c) pembuatan tanda terima SSPD BPHTB untuk diserahkan ke Wajib
Pajak.

2. Pengolahan Data dan Informasi, yang menyelenggarakan fungsi :

a) penyimpan an database objek pqiak.
b) penyediaan data terkait data objek kepada fungsi pelayanan.
c) pengelolaan database objek pajak yang termasuk dalam wilayah

wewenangnya; dan
d) penyediaan data objek pajak atas permintaan dari fungsi

pelayanan.

B. Tahapan Penelitian SSPD-BPHTB
a. Tahap I

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan untuk penelitian SSPD-BPHTB. Selanjutnya Wajib pajak
mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB dan kemudian
menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD-BPHTB dan
dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

b. Tahap II
Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan penelitian SSpD-
BPHTB dan dokumen pendukung Wajib Pajak, kemudian memberikan
tanda terima berkas kepada Wajib Pajak.

c. Tahap III
Fungsi Pelayanan kemudian menerima kebenaran data yang tercantum
dalam SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung berdasarkan data objek
sesuai dengan database PBB. Dalam kondisi tertentu, perangkat Daerah
Terkait berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek
kebenaran data secara riil.

d. Tahap IV
Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD-BpHTB dan
kelengkapan dokumen pendukukng terpenuhi, maka Fungsi pelayanan
memaraf SSPD-BPHTB untuk kemudian dilanjutkan penandatanganan
oleh pejabat yang ditunjuk. Setelah ditandatangani, Fungsi pelayanan
selanjutnya menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Wajib pajak untuk
diberikan kepada Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk. 

^ f)ba
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Proses penelitian/verifikasi bukti pembayaran BPHTB dilakukan paling
lambat 3 (tiga) hari kerl'a sejak diterimanya sSpD-BpHTB dan untul
penelitianlverifikasi ke lapangan tidak dipungut biaya.

JETIL
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

PROSEDUR PEMBAYARAN SSPD-BPHTB OLEH WAJIB PAJAK

A. Pihak Terkait dalam Prosedur Pembayaran SSpD-BPHTB
a. Wajib Pajak selaku Penerima H*, merupakan pihak yang memiliki

kewajiban membayar SSPD-BPHTB terutang atas peroiehan hak atas
tanah dan/atau bangunan.

b. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah Terkait atau Bank yang
ditunjuk, merupakan pihak yang menerima pembayararl SSPD-BPHTB
terutang dari Wajib Pajak. Dalam prosedur ini Bendahara Penerimaan
atau Bank yang ditunjuk berwenang untuk :

1. menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib pajak;
2. menandatangani SSPD-BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
3. mengarsipkan SSPD-BPHTB lembar 4 dan lembar 5.

B. Tahapan Pembayaran SSPD-BPHTB
a. Tahap I

Wajib Pajak menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bendahara Penerimaan
atau Bank yang ditunjuk dan kemudian membayarkan SSPD-BPHTB
terutang mela-lui Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

b. Tahap II
Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk menerima SSpD-
BPHTB dan uang pembayaran SSPD-BPHTB terutang dari Wajib Pajak,
Bank yang di tunjuk atau Bendahara Penerimaan kemudian *eme.iksa
kesesuaian besaran nilai SSPD-BPHTB terutang dengan uang
pembayaran yang menerima dari WEib pajak.

c. Tahap III
Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD-
BPHTB sebagai tanda bukti pelunasan.

d. Tahap IV
Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk menandatangani SSPD-
BPHTB mengarsipkan SSPD-BPHTB lembat 4 dan lembar 5, selanjutnya
Wajib Pajak menerima SSPD-BPHTB lembar 1, lembar 2 dan lembar 3
dari Bendahara Penerimaan atau Bank yang ditunjuk.

i:"
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L{[{PIR{N IV
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NoMoR l3 rAHUN 2o2s
TEI,TTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

FORMAT FORMULIR SSPD-BPHTB DAN FORMULIR PENELITI.AN SSPD.BPHTB
A. Formulir SSPD-BPHTB

BADATi PFIi(;F! Irt_,r-Au! r(Etr,rNc.{\ lrAitf, ut

NO,
ETATTPATEIi ACIiH IITARA

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEFIAN HAK ATAS TANAH DAN BANGTJNAN

(SSPD. BPHTB)
BIRFTiNI(;SI SI]AA(JAI StII{A t PE]I{BI'RI'T III] N ORIIK PAJ\Ii P,I"IAK BIIMI DAN B,I'{GT:\AN

tamsr I

BAOAN PEiIGEI-OLAAN KEUANGAI DAERAH XABUPA'TE ACEH IJIARA

A, 1 Mma Wa,rb Pai.rk

IITII III

II III IIIIB, 1 Ndnor objel Palak {l!OP) PBB

2 Lelak tanah &n alru bangunan

{d s 16 i.rEh &, arao
bonglrm nal dDerdelr)

(di3 tEtlgl6 SPPI PBa brun bladr
Fd€rEn rrardarxro . )

7 11

10 12

13

Pshitmq.n tlJ@ PAa

NJOP PBA

1.r. lb.!. TEEatqi/Nb Pdr15 JerB Pentern,n FrrI atn t n,l (bn

Nlrai Perd€h6n obFk Pajak ( NPOP )

Niai PgDl€har otiek Paiari Ix,at (ffi PaFk ( NPof'TxP )

N ai Perdet@ Ob,ek Pdd( Ks FhFr( ( ilf,op(p ) 3

Bea Perorrhan Hak at6 Tnlah dan BaEdan yang terul *E

Pen!€Man a0%r6ffi6 / iib6n 6€U pdibgEn h.r pe.Eero{aan ^)

aea Pede.an Har da5 Tffih ds sarEUM t€.9 hd6 drbayar 6

E"
% berdencn p6atuBn KOH

D, Jumlah seioan Badasrkan

PerBlEng.n dhnune sdin Mj.rdr

Peruhnungan waiib tlalak

b SIPD APHTB / SKPDB KURANG AAYAR / SKPOA
KURANG BAYAR TAMMHAN

JITMLAH YAfr6 Or SEIOR (dengan angra)

{berded€n perhnungsn c 6 dirn dtihar di D)

... , ro[

WAJIB PAJAX/P€I{YEIOR

DITERIMA dIH

IEIIPAI PEUAAYARAN BANIB

,hlq!*,r@|dildb@

TETA] O VERIVIKASi

AADAN PENGELOT.AAN KEUAIGAN OAERAH
K BUPATEN ACEH UIARA

IIII IIIII III II III IIII
A

__l



25 BAI}AN PENGETOLA,fu\ Kf, UANG.LNI D.4f,RAII

NO,
XABTIPATEN ACf,I.I TITARI

SI.]RAT SETORAN PAJAK DAERATI

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGLINAN

(ssPD _ BPHTB)
BERFTiNGSI SSBAGAI SUR{T PEI,IBERTTAII{'AN ORIEK PAJAK PAJAK BTIIVII D.4,Ii BANGUNAN

Lemuar 2

Untuk PPATNotaris

sebagai Anip

BADAil PET,rcELOLAAN XEUAIIGAN I}AERAH XAST,PATEX ACEH UTARA

A- 1 Nama Wa,ib Pa,ak

2, NPWP

3. Alamat Waiib Paiak

5. RT&\t' 6. KMmalan4 KduBhan/Desa

8. Kode P67. Kabu@n

B. 1 NomrOt ekPaiak (NOB PBA

2 Letak tamh dan atau bangunan

3 KeluEhan/Des 4, RT/RW

Uraian
L@

(dib [s tamh &n atau
bangumn hakdpsobh)

NJOP ItsB /6
(diiri berderkan SPPr PBB bhun tsiadi

psolehan haldiatM_ .)

Lrcx I.LOP PBB /m

Tamh (bumi) 7
, -.''........-....-,...,, -)l

I
RP 11

Rp.

Bangumn 8
M

10
Rp 12

Rp

13
Rp.

Rp

5 Kumatan 6. Kabupaten

Penhitungan NJOP PBB

16. NomorSertifikat

BPHTB

NJOP PgB

14. l-l8tga TEHksi/Nila PMiS Jen6 Perok*Bn l-lak aEs tamh dan
mngumn

Nilai Perolehan Otiek Pajak ( NPOP ) ,1

Nilai Psolehan Otid( P4d( Titat( Kffi F@k ( r@OpIXF )

Nilai Perolehai Otiek PaFk Kffi parak ( NpOpKp i ilgra I - zgka

Be P4olehan lhk atas Tmh &n Bar€lrm )ang tfliarg 5,\r a agb 3 4

PerE€ale soo/a]qffiE, tiBh ffi6i.l, pefirberEn tEk perEeloaryr r)
5

Bq Peolehan Hak aEs Tarah dan Bangumn yang tErus dibaiar 6

bsdasrkan peratuEn KDll

t{orB Tar€gal

NO

D. Jumlah SetoEn Berdasrbn

PenguErEan dihitung sldiri lmiadi

BAYAR TAMMHAN

PenghiturEan Wajib l+rjak

S'TPD BPI{TB / SKPDA KURANG BAYAR / SKPOB

Rp.

JUMLAH YANG Ol SETOR (dtrEan angka)

(berdasrl€n periilung€n C 6 dan frlihan di D)

(DangotHundl

... .....,T91

WAJIB PAJAK/PEI.ryETOR

l&EEbptuffih@n

DTTERIMA OLEH :

IEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

TA''IGGAL, ,, ,, -..

kkdq.*qd6ffi6qs

TELAH Dl VERIVIKASI :

BADAN PEI{GELON-AAN KEUAT{GAN DAERAH
TGBUPAIEN ACEH UTAF'/A

lgroBIbp.{rDdhffibBa

Hlnya diisi oleh
pctugar BPKD

I |IIIilomrOoku'm

taOPPOBLru

A

E"
T.

-



ll_lDA,{ PfIrGE[I)1"AAN rrrt']l"\c_r i DAERrrT

NO,
tiaBrrPlTrri{ actll tiIArLr

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN T{AK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SSPD - BPHTB
Bf,RTtiN(SI SEBACAI STIR{T P[IIIBf,RITAHIIAN OBIEK P,UrK PAJ,{X BTitrII Dd\ OAI'{C.TiiiAN

Lemoar 3

Ufltuk Kepah
B.d& Pertamhsn Nsional

Kab. Ac€h Utara
&ADAN PEIICELOT]AAT{ XEUAXOAI{ MERAH I(AE{'PATEX ACE { UIA'IA

A. l Nama WaIb Papk

II lrIII II rII

IIIr. 1 NolM orlje* PaFr (NcrP) PBB

2 Ldak lanah dan alru balBlmn

(dib rE taMh dan atau
b.rumn hak dpgDbh)

(di.i bed6Eddn SPPT PSA iah6 tsi€rdr

FlSs hd.n*u )

7 1'1

s 10 12

13

Pe.hnungan NJOP PBB

14 Ha.ga lrarEaksrNila Per1s Jenis PtrblEn l-lat ds ianah da

c PENGHTTUiIGAN BPHTB (H&r. dstu 1

Nir,i Psdeh6n obF* PaIr& ( NPoP )

Psold'.n OOjer( P4ar tda* Ksta paFk { Npopftp ) 2

Mlar F,edenan Otiiek Fbiak Xaa paak ( r{pop(p l 3

B€ Perob.B tH( G T@n (bn BaBl,B ldE l@rrE

PengE E 50!{rag6€G / tb6a *raU FmberEn nd( p€rEetdaar .)

&, Fblr€han nak ata6 r.Eh <bn Aangula udE htu 6by6r 6

II
fI"

c. be.n6el*6n p.rarum XOH

Jumlah Setmn Berdas.lan

Penghilungan waiD l Fk

Pe.EuErEan drhnuns edtri l6iqji

b STFO BPI]TB / ST(P@ KURANG BAYAR / SKFDS
KURAIIGEIAYAR-TA SAHAN

JUMLAH YAl.lG DTSfiOR (dengan anOka)

(berda*.kan p€rhiturEm C 6 &n pirih d O)

,Tg

WAJIB PAJAX/PENYEIOR

OIIERI A OTFH,

IETPAT PEIIBAYAFAN Ef'I{IE

lhrrEp i4d6116bryD

TEL H OI VERIVIK'.,SI

&qOAN PENGELOLMN XEUAAIGAN DAERAH
KAB.JPATEN AC€H UTARA

hE9b.,.lld6ldb6

II IIII II rTI III III IIilot La a.n

II IIII IIII IITI

IIII
II

4
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2',1 BADAj'' PEISGEII)L.{,&\ EI'UAI'GAI{ DAEITAH

NO,
KAB1IPAIEN ACEII IITAR{

SURAT SETORAN PAIAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGLTNAN

(sstq - BPHrB)
Lembar 4

Untuk BPKD
dalm proses PetrelthnBERFTINGSI SEBAGAI SURAT PEMBIRTTAHI,i,,{I{ OBJEK PA"IAI( PAJAK B{-TMI D.C.I{ BANGTiT{AJY

BADA}I PEHGELOI'A'{ KEUATGATI THERAH XABUPATETI ACEH UTARA

A- 1. Nam Wajib Paiak

2 NPWP

3. Alamat Wajib Paiak

4. KeluEhan.f D6a 5. RT]RW 6 Kffimatan

7. Kabupats 8. Kode Pc

B. 1. NomorObjekPaiak(NOP)PBB

2 Ldaktanahdanataubangumn

3 Kelurahan/De 4- RTIRW

5. Keamatan 6 Kabupaten

Penhitungan NJOP PBB

Utaian
Lua6

(diis 16 tamh dan atau
bar€umn tEk dipemlefi)

NJOP PBB lm

(diisi bsdasrl€n SPPT PBB tshun tsiadi
psoEfEn fBldlaftm...)

Lu6 x l\LJOP PBB lm

Tamh (bumi) 7
.......-.'...,.''...........M

9
Rp 11.

Rp.

Bangunan
.-...11

10
Rp. Rp

'13.
Rp.

Rp

NJOP Pts8

ir Jffi6 PerolefEn Hak atastaBh dan
'" bangumn 14. HargaTEElci/NllaPasr

'16. Nms Sertifikat

Nilai PeElehan Otiek Pajak { NPOP ) 1

Nilai PsdetEn OB PajakTdak Kffi Pdd{ ( NpOpIKp } 2

Nilai Peroleha Obiek Paiak Kma Pajak ( NPOPKP i anglar.atgtat 3

Bea PeroEtH Hak aE Tffih dan BarEm yarE tfl1trrg }tt x a{ilra 3 4

PerEffin 5096lGffiis / tibah BnA, pembq*m hak pengEfdan .]
5

Bs Perolehan Hak atas Tamh dan Bar€una fang tHrus dibayar

D, Jumlah SetoGn Berdaertan

Penghitungan Waiib Paiak

b, STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR / SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN tlolM TanggEl

T"
n.

PsguEngan dihitung sndiri mjadi berdssrkan pe€tu€n KOH l.lo

JUMIAH YANG Dl SETOR (dengan angka) lDengmllun{)

(berdasrkan perhitungan C 6 dan pilihan di O)

, Tsl ....... ......

WA,IS PAJAK/PEI.fYETOR

lfukEhptulffilryn

DITERIUA O{.EH :

TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

TAIJGGAL, -.,-,--..

hEEbp.{spdtuMb@

TELAH DI VERIVIKASI :

BADAN PEISELOLAAN KEUAI.IGAN DAERAH
KABUPAIEN ACEH UTARA

tu kEb9. {€(pd tuffi hry.n

Htnya diisi olah
p€lugas BPXD

II] rINotMDol(Irlm

NOP PgB Bar!

ao

Rp.



28 AADAr\ PENGI LOI,,{{"\ I(EUANGAN DAi:IL1II

NO,
X,TSTIPATI.N ACIE (TIAR{

SURAT SETORAN PAJAK DAERA]]
BEA PEROLE}IAN }tAK ATAS TANAI] DAN BANGTJNAN

SSPD. BPHTB
BERFI)'iGSI SEBAGAI SURAT Pf,MBf,R.ITAIII:Ai\ OBJEI{ PAIAI( PA^'AK BTI}II D-I\ BANGT'|YAN

rernoar 5

Uduk B!trf, yaig ditunjuL,
B€nd.hars Pffiinen BPKD

Kab- Ac.i Utsn
SADAN PEI'GELOT.AAII KEUAI{GAII OAERAH XABI.IPAIEX ACEH UTAiA

A 1 Naro Warb Paiak

II II rr IIT rrI IIIB. 1 NomObjel(P.Fr(NOqPAE

2 L€tak tanah d6n atau &nglnan

(dis hE LEh dM alau
bsrElnan h6* dpedeh)

(diBi bdd6.rla! SPsr PBB ldE. ter.di
pedeta ha,.rais )

1 I 11

B 12

13

PenhturEan N-IOP PBA

14 l-i6rgq laEk r/Nib Pssa,16 Jan6 P@leh& l-b* aa6 ianan d

c
Nrrar Per.h., oqd( tujar ( rePoP )

a,€.d€h8n ct'id( Pq.,!( I'd.& K..€ F!aF* ( rPopTkp ) 2

Niar PedelEn obFk PaFk Km pa,ax ( Npop(P r 3

Fiarotete l-ld( aE Ten d.. €aEt,u ldE tetrE
PerE@ 5or{*eftmG, tib- s*rt/ FmberEn rEt p.ig.tdan.) 5

Flderd rbkat . Ta.dr <hn Ba.EtrM taig hatus db.yd

b, SIPO gP'ITB / SKPEIB KURA'&G B,qYAR / SKPDB
XUFAi|G BAYAR TAiIB4{,qN

c ftnglrEr'!&t dihhrE sxlli nt r{a,: II 9a berdasrran peratEn KE+l

Jumlah seloGn Bedas ?n

PerEhil'rrya. W.jt F!.lak

JUML,,S YAl.rG Dr SEIOR (de.'06n ar!b)

(bed.s.*.n pqnlorEan c 6 d6n rrin nd o)

Tgl

WAJIB PAJAX/PENYEIOR

OITERIMA O{!H

]EUPAT PEIBqYARAN EPHTB

leeIFp,ctdeld6@

TELAII OI VERNIaASI

B,qDAN F€rlGEtotaAN KEUANGAN DAER H
KABIJPAIEN ACEH UTAR 

lsrqt !. r!4rtulfrEe

II III rIrII II II ITI IIII

II rIIIIIIIIIIII

lIl

A

I-l-r-t
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29 AADAI{ PEIG T]I,oLiiUi XTI iANG.\]t DAERAH

NO'
liABtP.{TUrr ACIIH L'I.{tL\Corttoh Bfuttto SSPD BPHTB untu* Itl@tg sbb

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLETIAN HAK ATAS TANAH DAN BANGTJNAN

SSPD - BPHTB
jT:

Bf,RFfiNCSI Sf,BACAI STIR{T Pf,I'BERIT.IIII'AN OBIf,K PA.I-$ P-{JAI{ BTITII DAN BAN(]TINAN

r-.n0". I
Unhrt wajib Pajrt

BADAi' PENGELOTIAN XEUAI{OAII DAERAI{ (ABTIPATEN ACEH UIARA

A 1 Naro w4lb Pairk

III III

II III II ITI IIIIg. 1 Nomq Ctiek FraF& NoP) P€rB

2 L€aak laEh dan abu b.nguEn

(diio 16 ldBh clan al&
bdrgli'sn tE* d'pe@leit)

(dae bedEsrr€. sPPr PBB tdM raFdl
pdobrto haldbtun. )

7 11

a 10 12

r3

Penhrtungan NJOP PAB

1 4 Hlrga IBe*srNib P6ar15 JdE Psd.hai Har.E bEh (bn

BPHTB i

N 6i Pemrd'€n OtF* paFk ( NpOp )

N a FboErlan Oqd( Pqd( rdar KaE paFx ( NpoErxp I 2

Nilar Pedehan oqek Pri.k K@ pa,.k ( Npopr\p I

B.a flaoE 6 rH( .r.6 T&n d.. BarBl,6 d€ re1-E
Peoge@n so%hel]4ais, ltEn G* Fmbsa. nar F(E€to€ar.)

FEolrehan l-lak .ta. Ta@h dan Ba.EU6 yarE ha@ dibarar 5

rI % berda$i<an peratuEn KErH

Jlmlah s€l@n EEdiasil€n

Pengnrrum6n Waib F6Ek

PerEuErEah d*rtuE edri ngiadr

b. STPO BPHTB / SKPDA KURAIiC BAYAF / S(POB
KURAAIG MYAR TAUBAHA'{

JUMLAH YAr.lG Ot SETOR {d€igan angb)

(beida$ an Flhrtun!6. c 6 dan rrfian dr D)

hlFi.!!Fl6leep

MEI.IGEIAT{JI

BPi'PEJAEAT TELANG

OITERIMA OLEH :

TEITPAT PEMAAYARAN EPHIB

TANGGAL ., ..,

lh rlrcp dd6r*bF
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A. ForooulirPenelitiaDSSPD-BPHTB

Contoh Formulir Penelitian SSPD BPHTB

FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD - BPHTB

b€.tarda tangan di ba{€h ni

N3me Wailb Pajak

NO

Bersama ini menyamFr6ikan SSPo-8PHTB untuk dnelti atas Frolehan h6k .tas tanah & atEU bangunan seb€gai b€{ihrt

NOP

G.mpo.rg

(1) SSPDBPHTB Fng tebh d tdik / tutis tengar' .apl dan Fk
(2) SPPT PBB

(3) Fdaopy id€rtk Wdib FeFk benrp€ KTP / StM

(4) Fole@y S(ret Warir'
(5) Folocopy Akle Jual Bdi (AJB)'
(6) Fo(@opy Ald. Hb6h'
(7) Surit Kuasa den Waiib Pai.X den Fdocopy tdst,b Kua6a W$b paFk )..
(8) Foto ObFk ft** (d.Fn, .emBE fttn d.n bnan)

D€(nikian die..np6il€n unhl( d.p€t dihh/kan p€nelttbn SSPO-APHTB

2g25

Nama W4ib Paia* / K0asa Wejib Pajak

rII III

PENELITIAN
S€{elah rnekkulGn pemeriksasn &n SSPD'BPHTB dan DoK]men P€ntuklm dan Waiib PaFk. dengan ini tami meryabt€n

- O.ta Obiek pai*,/aE tererium &h.r SSPD-BPHTB tebh 6€iuai
- Nllai BPHTB tsut rE Fng terc5dum &hm SSptrgpHTB tdah s€suai

- Dokurlen pondukung perol€hEn hak atas tamh / dan bangunan t6hh lerEkap

205

t)A

Terlampr Ookurn€n s€bagai berilcn l

I---__l



31

D. Surat Pernyataan Transaksi Jual Beli

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah

Nama

Tempatfi'gl. Lahir

Alamat

No. KTP

Dengan ini Saya menyatakan bahwa Tanah yang saya jual terletak di Wilayah Kecamatan A Gampong A

seluas : xxxxxxx M2, Kepada :

Nama

Tempat/tgl. Lahir

Alamat

No. KTP

Benar Tanah tersebut saya jual dengan harga per meter Rp. ..............,- (........... rupiah) termasuk
tanaman dan bangunan diatasnya, dan apabila harga tersebut tidak benar maka Saya bersedia untuk
membayar kembali bea/pajak terhutang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Dan benar tanah tersebut tidak dalam persengketaan / perkara dan tidak datam anggunan (borog)
suatu Bank serta bukan milik pihak lain, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan kami akan
meluruskan / menyelesaikan sendiri antara penjual dan pembeli dengan disaksikan / persetujuan oleh
perangkat Gampong.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dihadapan saksi-saksi yang turut
menandatangani surat ini, dan untuk dipergunakan seperlumya.

Gampong A, 3L Desember 2OZ4

PEMBELI PENJUAL

Saksi-Saksi :

Saksi I Saksi ll Saksi lll Saksi lV

Dibenarkan Oleh:

Geuchik Gampong A

/,
A
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2O2s
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

LAPORAN PEMBUATAN AKTA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN OLEH PPAT/PPATS

A. Tata Cara Pengisian
Nama PPAT : Diisi naina PPAT yang bersangkutan atau PPAT

Pengganti
Diisi alamat PPAT yang bersangkutan
Diisi NPWP PPAT yang bersangkutan
Diisi daerah kerja PPAT yang bersangkutan
Diisi bulan bersangkutan
Diisi tahun bersangkutan
Diisi nomor urut
Diisi nomor berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT
Diisi tanggal pembuatan akta

Kolom 4 : Diisi bentuk perbuatan hukum, contoh : jual beli,
hibah dll

Kolom 5 : Diisi nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan
Kolom 6 : Diisi Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima
Kolom 7 : Diisi jenis dan Nomor Hak
Kolom 8 : Diisi letak tanah dan bangunan
Kolom 9 dan 10 : Diisi luas tanah dan bangunan atau bangunan yang

dialihkan
Kolom l,1 : Diisi harga sesuai akta
Kolom 12 : Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT
Kolom 13 : Diisi NJOP sebagai dasar penggenaan PBB
Kolom 14 dan 15 : Diisi tanggal pembayaran
Kolom L6 dan 17 : Diisi tanggal pembayaran
Kolom 18 : Diisi/mencatumkan keadaan tanah dan bangunan

yang diperoleh/dialihkan dengan keterangan.
Contoh :

- seluruh tanah dan bangunan
- sebagian tanah dan seluruh bangunan
Diisi hubungan keluarga antara pemberian hibah
wasiat dengan penerima hibah wasiat.
Contoh :

- hibah wasiat dari ayah ke anak
Dituiis: -ayah-anak

B. Format Laporan Pembuatan Akta Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan oleh PPAT/PPATS

Alamat
NPWP
Daerah Ke{a
Bulan
Tahun
Kolom 1

Kolom 2
Kolom 3

:^r

,1", ,, 't 
, ..

J^Lf



Format Tata Pelaporan AKa

Nama PPAT : ...

LAPORAN BULANAN AKTA PPAT
BULAN TAHUN .........

No

AKTA
BENTUK

PERBUATAN
HUKUM

NAMA, ALAMAT DAN NPWP JENIS DAN LETAK LUAS (M2) HARGA

TRANSAKSI
PEROLEHAN/

PENGALIHAN HAX

{Rp. 00)

SPPT PBB ssB SSP

KET
NOMOR TANGGAL

PIHAK YANG
MENGALIHKAN/
MEMBEBANKA

N

PIHAK YANG
MENERIMA

NOMOR HAK
TANAH DAN
BANGUNAN

TANAH BANGUNAN
NOP

TAHUN
NJOP

(Rp. 000)
TANGGAT Rp. 000 TANGGAL Rp. 000

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15 16 17 1E

I

)

3

4

dst

.....20

A
NAMA PPAT a
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR IA TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN.

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. Pihak Terkait dalam Prosedur Pengurangan BPHTB
a. Wajib Pajak, Merupakan pihak yang mengajukan permohonan

pengurangan atas BPHTB terutang menurut surat ketetapan BpHTB
yang telah diterbitkan sebelumnya.

b. Perangkat Daerah Terkait, merupakan pihak yang menelaah kebenaran
informasi terkait objek pajak yang dimohonkan pengurangan BpHTB.
Perangkat Daerah Terkait mempunyai fungsi :

l Pelayanan, yang menyelenggarakan fungsi :

a. penerimaan, penelaahan dan pemeriksaan permohonan
pengajuan penguruangan BPHTB;

b. penerbitan Tanda Terima Pengajuan pengurangan BpHTB;
c. pengajuan data terkait objek pajak kepada Fungsi pengolahan

Data & Informasi;
d. penerbitan Berita Acara Pemeriksaan, dan
e. penerbitan Surat Penolakan pengqjuan pengurangan BPHTB atau

Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.
2. Pengolahan Data dan Informasi, yang menyelenggarakan fungsi :

a. penyimpanan dan pengelolaan database terkait objek pajak, dan
b. penyediaan data terkait objek pajak kepada Fungsi pelayanan

B. Tahapan dalam Pengurangan BPHTB

a. Tahap I

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan pengurangan BpHTB yang
dilengkapi dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan
Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Perangkat Daerah Terkait.

b. Tahap II
Perangkat Daerah Terkait menerima dokumen pengajuan pengurangan
BPHTB, dan kemudian memberikan Tanda Terima pengajuan
Pengurangan BPHTB kepada Wqjib Pajak.

c. Tahap III
Perangkat Daerah Terkait mengarsip dokumen pengajuan pengurangan,
dan berdasarkan dokumen tersebut, kemudian mengqjukan permintaan
data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form pengajuan Data.

d.- Tahap IV
Perangkat Daerah Terkait mengirimkan Form Pengajuan Data kepada
Fungsi Pengolahan Data dan Informasi.

e. Tahap V

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi menerima Form pengajuan Data
dan kemudian memperbaharui data. terkait objek pajak dari Database
objek Pajak. A 0
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f. Tahap VI

Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengisikan Form Pengajuan Data
dengan data terkait objek pajak.

g. Tahap VII
Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data
(yang telah diisi) kepada Perangkat Daerah Terkait.

h. Tahap VIII
Perangkat Daerah Terkait menelaah dan memeriksa pengqjuan
pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima
serta pemeriksaan juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan
yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Kepala
Daerah.

i. Tahap IX
Perangkat Daerah Terkait menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan
Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak)
atau Surat Pengurangan BPHTB {untuk yang disetujui}.

j. Tahap X
Perangkat Daerah Terkait mengarsipkan Berita Acara Pemeriksaan
beserta lampirannya.

k. Tahap XI
Perangkat Daerah Terkait mengirimkan Surat Penolakan Pengqjuan
Pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Pengurangan BPHTB
(bagr yang disetujui) kepada Wqiib pajak.

L Tahap XII
Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan
pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BpHTB.

.1".,.

kfiT a

t":

J
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C. Format Surat Permohonan Pengurangan BPHTB

la.mpiran: 1 (satu) berkas
Perihal :PermohonanPengurangan

BPHTB.

Aceh Utara,

Kepada
Yth. Kepala BPKD Kabupaten

Aceh Utara

Nama
NPwPI
Alamat
Gampong/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
No. Telepon

Mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebesar loOyo (seratus
persen) dari BPHTB yarrg terutang ....... (berdasarkan Nilai perolehan Objek
Pajak (NPOP) atau berdasarkan hasil ganti rugi, dalam hal NpOp lebih
banyak dari hasil ganti rugi atas perolehan hak atas tanah dan/ atau
bangunan), dengan rincian letak objek pajak sebagai berikut:
NOP
Alamat
Gampong
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Alasan mengaj ukan permohonan adalah karena memperoleh hak atas tanah
dan/atau bangunan ....... (yang terkena bencana dan/ atau dalam rangka
ganti rugi melalui pembelian, dan/atau penggantian tanah sebesar:
Rp
(terbilang.......l

Bersama ini dilampirkan:
(1) SSB lembar ke-3;

fotokopi kartu identitas;
fotokopi Akta Pendirian Badan usaha (untuk Wajib Pajak badan);
fotokopi Akta Pendirian Badan usaha (untuk Wajib Pqjak badan);
fotokopi Akta Jual Beli/Akta Tukar Menukar/Risalah klang;
fotokopi SPPT PBB;
fotokopi kartu NPWP;
surat keterangan dari Geuchik/ Kepala Instansi;
Surat Kuasa dari Wajib Pqjak (apabila diwakitkan).

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak.')

Meterai/Tanda Tangan

(Nama Lengkap Wajib Pajak)

2
3
4
5
6
(7\
(8)
(e)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
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D. Perhitungan Pengurangan BPHTB sehubungan Dengan Bencana
Contoh 1 :

Wajib Pajak A memperoleh ganti rugi atas tanah dan bangunannya yang
terkena bencana.....,.. sebanyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh
juta rupiah). Dari hasil ganti rugi tersebut. Wajib Pajak A membeli tanah
dan bangunan di tempat lain dengan harga transaksi sebanyak Rp.
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). NJOP atas bumi dan bangunan yang
dibeli tersebut adalah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
Apabila NPOPTKP di tempat lain tersebut adalah Rp. 80.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah), maka besarnya BPHTB yang harus dibayar adalah:

NPOP

NPOPTK

NPOPKP (NOP - NPOPTKP)
BPHTB terhutang= 5o/o x Rp. 20.000.000.00
Pengurangan = 100% x Rp. 1.000.000.00
BPHTB yang harus di bayar

NPOP
NPOPTK
NPOPKP (NOP - NPOPTKP)
BPHTB terhutang= 5o/o x Rp. 120.000.000.O0
Pengurangan = 100% x Rp. 6.000.000.00
BPHTB yang harus di bayar

= Rp. 100.000.000.00
80.000. (-)

= Rp. 20.000.000.00
= Rp. 1.000.000.00

1.000
Rp. Nihit

's,

Contoh 2 :

wajib Pajak B memperoleh ganti rugi atas tanah dan bangunannya yang
terkena bencana...... sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Dari hasil ganti rugi tersebut. Wajib Pajak B membeli tanah dan bangunan
di tempat lain dengan harga transaksi sebanyak Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah). NJOP atas bumi dan bangunan yang dibeli tersebut
adalah Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah). Apabila
NPOPTKP di tempat lain tersebut adalah Rp. 80.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah), maka besarnya BPHTB yang harus dibayar adalah:

= Rp. 200.000.000.00
000.00 (-)

Rp. 120.000.000.00
Rp. 6.000.000.00

6.000 (-)
Rp. Nihit

...'',

JALII€--
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